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Abstract: This study aims to analyze the development of mass media in Indonesia after the 1998 Reform, focusing 
on its relationship with political power and its impact on democracy. Using a descriptive qualitative method, the 
study analyzes documents, literature, and relevant news archives to understand the dynamics of media in the 
context of politics and democracy. Data was collected through literature review and content analysis of mass 
media that have evolved since the Reform era. The results show that mass media plays a crucial role in shaping 
public opinion, influencing political policies, and strengthening democracy in Indonesia. Since the Reform era, 
media has undergone significant transformation, becoming freer and more diverse, as well as serving as a channel 
for social control over power. However, several challenges remain, such as dependence on political interests and 
media owners, which affect the independence of news reporting. Additionally, rapid digital disruption and the 
spread of hoaxes further degrade the quality of information received by the public, lowering trust in the media. 
Other findings indicate that, despite efforts to maintain its role in democracy, professionalism and journalistic 
ethics are often neglected in an attempt to meet market demands and political interests. This study concludes that 
mass media must continue to maintain independence, enhance professionalism, and adhere to journalistic ethics 
to strengthen democracy in Indonesia, while addressing the challenges in the increasingly complex digital and 
political era. 
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PENDAHULUAN 

Pasca-Reformasi 1998, perkembangan media massa di Indonesia menjadi salah satu pilar utama yang 

menopang sistem demokrasi di negara ini. Perubahan besar yang diusung oleh reformasi membawa 

angin segar bagi kebebasan pers dan pluralisme media, yang sebelumnya sangat tertekan di bawah rezim 

Orde Baru. Sebelum era Reformasi, media massa di Indonesia beroperasi di bawah kontrol ketat 

pemerintah. Regulasi yang restriktif tidak hanya membatasi ruang gerak jurnalistik tetapi juga 

mengekang kebebasan berekspresi masyarakat. Media pada masa itu lebih sering menjadi alat 

propaganda negara daripada pengawas independen terhadap kekuasaan. 

Namun, situasi tersebut berubah drastis setelah Reformasi 1998. Disahkannya Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Undang-

undang ini memberikan jaminan hukum bagi kebebasan berpendapat, berekspresi, dan mendirikan 

media, serta melepaskan pers dari belenggu sensor dan intervensi pemerintah. Dampak langsungnya 



 
 

 
 

97 

Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics) Vol. 11 No. 1, pp. 96-106 
 
 
 

doi: 10.20473/jpi.v11i1.66957 

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative 
Commons Attribution-NonComercial-ShareAlike 4.0 International License 
 

 

terlihat dari lonjakan jumlah media cetak, yang meningkat dari 289 penerbitan pada era Orde Baru 

menjadi 1.687 penerbitan hanya setahun setelah reformasi. Fenomena ini menunjukkan antusiasme 

masyarakat terhadap kebebasan pers dan semangat baru dalam menyampaikan aspirasi melalui media. 

Era Reformasi juga ditandai dengan munculnya berbagai jenis media baru, mulai dari tabloid, majalah, 

hingga stasiun televisi swasta. Kebangkitan ini menciptakan ruang bagi berbagai suara dan perspektif 

yang sebelumnya tidak terwakili. Namun, di tengah euforia kebebasan ini, muncul tantangan terkait 

kualitas jurnalisme. Tidak semua media baru menunjukkan standar profesionalisme yang baik, dan 

survei menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% wartawan yang memahami dan menerapkan kode etik 

jurnalistik dengan benar. Kekurangan ini menggarisbawahi pentingnya pembenahan dalam pendidikan 

dan pelatihan jurnalistik agar media dapat menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai alat kontrol 

sosial dalam demokrasi. 

Dalam kerangka teori pers bebas atau libertarian theory, kebebasan pers adalah elemen esensial yang 

memungkinkan media berfungsi tanpa campur tangan pihak mana pun, baik pemerintah maupun 

kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Teori ini menekankan pentingnya media untuk 

menyampaikan informasi yang akurat, mengawasi tindakan pemerintah, dan melindungi hak-hak 

individu. Media massa juga berperan sebagai penyebar kebenaran, pelindung hak publik, serta penyedia 

informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, media 

yang bebas idealnya menjadi pilar yang membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah. 

Namun, praktiknya tidak selalu sesuai dengan teori. Tantangan serius muncul ketika kepentingan politik 

dan ekonomi tertentu mempengaruhi independensi media. Kepemilikan media yang terkonsentrasi pada 

segelintir elite politik atau pengusaha telah menyebabkan bias pemberitaan, sehingga mengurangi 

objektivitas dan kepercayaan publik. Selain itu, tekanan komersial sering kali mendorong media untuk 

memprioritaskan konten yang sensasional atau viral daripada laporan investigatif yang berkualitas. 

Kemunculan internet dan media sosial telah mengubah lanskap komunikasi politik di Indonesia. Media 

sosial membuka ruang partisipasi yang lebih luas, memungkinkan interaksi langsung antara masyarakat 

dengan elite politik.  

Komunikasi dua arah sekarang yang sebelumnya mustahil di era Orde Baru kini menjadi hal yang 

lumrah. Di satu sisi, kemajuan ini memperkuat demokrasi dengan memberi masyarakat akses yang lebih 

besar untuk mengekspresikan pendapat dan mempengaruhi kebijakan. Namun, di sisi lain, muncul 

tantangan baru berupa maraknya media informasi, hoaks, dan polarisasi di dunia maya. Dengan 

kebebasan pers yang dimiliki, media massa diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai pilar 

demokrasi yang mendukung transparansi, menyuarakan kepentingan publik, dan menjadi ruang diskusi 

yang sehat. Kebebasan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab etik dan profesionalisme agar media 

tidak terjebak dalam kepentingan tertentu. Hanya dengan menjaga keseimbangan antara kebebasan dan 
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akuntabilitas, media massa dapat benar-benar menjadi penyebar kebenaran dan pelindung demokrasi 

yang sejati di Indonesia. 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis perkembangan media 

massa di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan kekuatan politik dan dampaknya terhadap 

demokrasi. Pendekatan ini dipilih karena dapat menggali fenomena secara mendalam dan memberikan 

pemahaman yang kaya tentang hubungan kompleks antara media massa, kekuatan politik, dan dinamika 

demokrasi. Dengan metode ini, penelitian berfokus pada deskripsi dan analisis fenomena sebagaimana 

adanya, berdasarkan data yang relevan dan kontekstual. Data penelitian diperoleh dari data sekunder, 

yang meliputi berbagai dokumen, literatur, dan arsip pemberitaan media. Data ini mencakup buku, 

artikel jurnal, laporan penelitian, regulasi tentang pers, dan dokumen lain yang relevan. Penelusuran 

dokumen dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai 

perkembangan media massa di Indonesia, khususnya setelah Reformasi 1998, serta kaitannya dengan 

kekuatan politik dan demokrasi. 

Pengumpulan data dilakukan menggunakan dua teknik utama, yaitu analisis dokumen dan observasi 

tidak langsung. Analisis dokumen dilakukan dengan meninjau berbagai literatur, laporan penelitian, 

kebijakan terkait media, serta arsip pemberitaan untuk memahami pola, tren, dan konteks 

perkembangan media massa di Indonesia. Sementara itu, observasi tidak langsung digunakan untuk 

memantau pola pemberitaan media massa terkait isu-isu politik tertentu, dengan tujuan mengidentifikasi 

keberpihakan, pengaruh politik, atau bias yang mungkin muncul dalam pemberitaan. Data yang 

diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik.  

Proses analisis dimulai dengan pengorganisasian data melalui pengumpulan dan pencatatan informasi 

dari dokumen yang relevan. Data tersebut kemudian dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema 

utama, seperti perkembangan kebijakan media massa, pola hubungan media dengan kekuatan politik, 

serta pengaruhnya terhadap demokrasi. Analisis lebih lanjut dilakukan untuk mengungkap pola, makna, 

dan keterkaitan antar fenomena yang diteliti. Keabsahan data dijaga melalui beberapa strategi. 

Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai dokumen dan literatur untuk 

memastikan konsistensi dan validitas informasi. Selain itu, peneliti mendokumentasikan seluruh proses 

penelitian melalui audit trail, yang menjamin transparansi dan akuntabilitas pada setiap langkah 

penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam 

mengenai perkembangan media massa di Indonesia, mengungkap pengaruh kekuatan politik terhadap 

pemberitaan media, serta menganalisis dampaknya terhadap demokrasi di era reformasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Media massa di Indonesia memiliki perjalanan panjang dan dinamis, yang mencerminkan perubahan 

politik, sosial, dan teknologi sepanjang sejarah bangsa ini. Dimulai sejak era kolonial, media massa 
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berkembang dari sekadar alat komunikasi pemerintah hingga menjadi pilar penting dalam demokrasi 

modern. Perjalanan ini menegaskan peran media sebagai salah satu elemen krusial dalam membangun 

kesadaran kolektif masyarakat. Awal mula sejarah media massa Indonesia dapat ditelusuri hingga abad 

ke-17, ketika Jan Pieterszoon Coen, Gubernur Jenderal VOC, menerbitkan surat kabar pertama di 

Nusantara, Mermoire der Novelles, pada tahun 1615.  

Pada masa itu, media massa terbatas pada komunikasi antar pejabat Eropa di wilayah kolonial, dengan 

isi yang berkisar pada informasi administrasi pemerintahan. Namun, di awal abad ke-20, politik etis 

yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda memicu lahirnya media yang lebih inklusif, 

yang memberikan ruang bagi suara-suara pribumi. Media massa mulai berfungsi sebagai wadah aspirasi 

nasionalis, menjadi alat perjuangan melawan kolonialisme, serta sarana mobilisasi untuk gerakan 

kemerdekaan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, media 

massa memegang peran vital dalam menyebarkan informasi tentang perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan.  

Salah satu contoh nyata adalah peran Radio Republik Indonesia (RRI), yang menjadi garda terdepan 

dalam menyiarkan berita proklamasi dan informasi penting lainnya kepada rakyat. Pada masa Orde 

Lama (1945-1966), media massa terus berkembang sebagai alat komunikasi utama dalam 

menyampaikan gagasan pembangunan. Selain sebagai sumber informasi, media juga digunakan untuk 

memperkuat narasi politik pemerintah dan menjadi corong bagi partai-partai politik. Namun, tantangan 

besar terhadap kebebasan pers muncul pada masa Orde Baru (1966-1998), ketika pemerintahan 

Soeharto menerapkan kontrol ketat terhadap media. Dengan kebijakan perizinan yang selektif dan 

sensor yang ketat, pemerintah memastikan pemberitaan tidak merugikan stabilitas rezim. Media yang 

berani melawan resiko dibredel, sementara kritik terhadap pemerintah menjadi sesuatu yang berbahaya. 

Meski begitu, beberapa surat kabar dan majalah tetap bertahan dengan berbagai cara, meskipun harus 

beroperasi di bawah ancaman pembatasan yang berat. 

Perubahan besar terjadi pasca-Reformasi 1998, ketika Indonesia memasuki era demokrasi. Jatuhnya 

rezim Orde Baru membuka jalan bagi kebebasan pers yang sebelumnya terbelenggu. Melalui 

pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kebebasan media massa dijamin 

secara hukum. Praktik sensor dan pembredelan yang selama ini membatasi ruang gerak jurnalis pun 

dihentikan. Lonjakan jumlah media terjadi dengan pesat. Jika pada masa Orde Baru media cetak 

jumlahnya sangat terbatas, pasca-Reformasi tercatat lebih dari 2.000 media beroperasi pada tahun 2003, 

termasuk pertumbuhan stasiun televisi swasta seperti RCTI dan SCTV.  

Memasuki era digital, media massa di Indonesia mengalami transformasi besar lainnya. Kemajuan 

teknologi informasi membawa media sosial ke garis depan sebagai platform utama dalam penyebaran 

informasi. Media sosial membuka ruang baru bagi partisipasi publik, memungkinkan diskusi politik 
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dan sosial yang lebih inklusif. Dengan akses informasi yang semakin terbuka, masyarakat kini memiliki 

kekuatan lebih besar untuk mengawasi pemerintah dan menyuarakan aspirasi mereka. Media massa 

tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi penggerak perubahan sosial, 

menghubungkan berbagai elemen masyarakat dalam membangun narasi demokrasi yang lebih kuat.  

Media massa di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik dan 

mempengaruhi kebijakan politik, terlebih setelah Reformasi 1998. Dalam masyarakat demokratis, 

media massa berfungsi sebagai saluran komunikasi utama yang menyampaikan informasi kepada publik 

mengenai berbagai isu politik dan kebijakan pemerintah. Peran ini semakin terlihat jelas dengan adanya 

kebebasan pers yang terjamin oleh undang-undang, memungkinkan media untuk berfungsi bukan hanya 

sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai agen pembentuk opini dan penggerak perubahan sosial. 

Salah satu peran media massa yang paling utama adalah dalam menyampaikan informasi. Media, baik 

cetak maupun elektronik, memberikan akses kepada publik untuk mendapatkan informasi terkait 

peristiwa-peristiwa penting dan perkembangan isu politik. Dengan menyediakan berita yang akurat dan 

relevan, media massa membentuk pandangan masyarakat terhadap berbagai isu. Informasi yang 

dipublikasikan tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga mengarahkan bagaimana masyarakat 

harus memahami dan merespons peristiwa-peristiwa tersebut. Sebagai contoh, media massa berperan 

besar dalam menginformasikan kebijakan pemerintah, memperkenalkan calon-calon politik, serta 

membeberkan masalah sosial yang harus mendapatkan perhatian publik. 

Selain penyampaian informasi, media massa juga menggunakan teknik yang dikenal dengan istilah 

media framing, yang mengacu pada cara media menyoroti aspek-aspek tertentu dari isu atau peristiwa, 

sementara aspek lain mungkin diabaikan. Teknik ini mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap 

isu tersebut. Dalam pemilihan umum, misalnya, stasiun televisi seperti Metro TV dan TVOne seringkali 

menunjukkan kecenderungan tertentu dalam cara mereka memberitakan kandidat-kandidat, yang pada 

gilirannya dapat membentuk persepsi pemilih. Pemilihan framenya dapat memberikan warna yang 

berbeda terhadap cara masyarakat memandang calon atau isu-isu tertentu, memengaruhi siapa yang 

mendapat dukungan dan siapa yang tidak. 

Media massa juga berfungsi sebagai ruang bagi dialog politik. Dengan menyediakan platform untuk 

bertukar pandangan dan ide-ide, media dapat memperkaya diskursus politik di masyarakat. Dengan 

menyajikan berbagai perspektif, media memberikan masyarakat kesempatan untuk melihat isu dari 

berbagai sisi, yang pada akhirnya meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi publik. Ini sangat 

penting dalam demokrasi, di mana masyarakat yang terinformasi dengan baik cenderung lebih aktif 

dalam proses politik dan pembuatan keputusan. Pengaruh media massa terhadap kebijakan politik 

sangat besar, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Media dapat mempengaruhi pembuat 

kebijakan dengan cara mengangkat isu-isu tertentu yang mendapat perhatian besar dari masyarakat.  
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Ketika sebuah isu mendapatkan pemberitaan yang luas, pemerintah atau lembaga legislatif sering kali 

merasa terdorong untuk merespons atau bahkan mengubah kebijakan mereka. Dengan demikian, media 

berperan sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dan tindakan pemerintah, berfungsi sebagai 

pengawas terhadap kebijakan yang ada dan mendorong akuntabilitas. Lebih dari itu, media massa juga 

memiliki kekuatan untuk memobilisasi masyarakat. Melalui pemberitaan yang menggugah, media 

dapat menarik perhatian publik terhadap isu-isu sosial atau politik tertentu, dan mendorong mereka 

untuk terlibat dalam aksi-aksi yang mendukung perubahan sosial. Sebagai contoh, kampanye sosial 

yang didorong oleh media seringkali dapat menggerakkan massa untuk memperjuangkan perubahan, 

meningkatkan kesadaran akan isu-isu penting, dan mendorong partisipasi dalam proses-proses politik 

yang ada. 

Namun, meskipun media memiliki kekuatan besar, ada tantangan yang tak dapat diabaikan, yaitu 

masalah independensi media. Banyak media yang dihadapkan pada pengaruh politik atau kepentingan 

komersial yang dapat mempengaruhi pemberitaan mereka. Afiliasi politik atau kepentingan ekonomi 

dari pemilik media sering kali menentukan editorial dan isi berita yang disajikan, yang pada gilirannya 

dapat mengurangi objektivitas dalam pemberitaan. Ketergantungan pada iklan dan sponsor juga bisa 

menambah tekanan, menjadikan media lebih rentan terhadap bias dan lebih sulit untuk mempertahankan 

independensinya. 

 Media massa di Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman, menghadapi berbagai tantangan 

sekaligus peluang yang sangat besar dalam konteks mendalamnya proses demokrasi. Perkembangan 

teknologi digital yang pesat membawa dampak signifikan bagi industri media, baik dalam hal cara kerja, 

cara konsumsi informasi oleh publik, hingga potensi besar untuk meningkatkan kualitas demokrasi. 

Namun, peralihan ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang perlu dihadapi dengan bijaksana agar 

media massa tetap menjadi pilar yang kuat bagi demokrasi Indonesia. 

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi media massa saat ini adalah disrupsi digital. Media 

konvensional, seperti surat kabar cetak, harus berjuang untuk beradaptasi dengan cepat, sementara 

platform digital menjadi pilihan utama masyarakat dalam mengakses informasi. Banyak media cetak 

yang terpaksa gulung tikar atau bertransformasi menjadi platform digital untuk bertahan. Proses 

perubahan ini menuntut media untuk menyesuaikan diri dengan perilaku konsumen yang lebih memilih 

akses informasi secara online, yang berarti mereka harus berinovasi dalam cara penyajian konten dan 

model bisnis. 

Tantangan berikutnya yang dihadapi media massa adalah banjir informasi yang sering kali tidak 

terverifikasi, terutama melalui media sosial. Informasi yang beredar di ruang digital sangat sulit untuk 

dipastikan kebenarannya, dan ini menjadi masalah besar bagi media massa. Mereka dituntut untuk 

berperan sebagai penyaring, memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, serta menghindari 
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penyebaran hoaks yang dapat merusak kredibilitas media itu sendiri dan berdampak negatif pada 

demokrasi. Selain itu, ketergantungan media terhadap pendapatan iklan juga menjadi tantangan yang 

signifikan. Seiring dengan peralihan besar-besaran anggaran iklan ke platform digital global seperti 

Google dan Facebook, banyak media lokal mengalami kesulitan finansial. Sekitar 60% dari total belanja 

iklan dialokasikan kepada perusahaan teknologi besar, yang mengancam keberlanjutan ekonomi media-

media lokal di Indonesia. Ketergantungan pada pendapatan iklan ini sangat berisiko, karena bisa 

mengurangi independensi editorial media. 

Terakhir, ketergantungan media pada sponsor atau kelompok kepentingan tertentu juga mengancam 

independensi mereka. Dalam konteks pemilu, misalnya, ada potensi besar bahwa media menjadi 

partisan, hanya memihak pada pihak tertentu yang memiliki kekuatan finansial atau politik. Hal ini bisa 

merusak peran media sebagai lembaga yang seharusnya objektif dan tidak berpihak, sehingga bisa 

merusak integritas media sebagai pilar demokrasi. Meskipun menghadapi tantangan-tantangan besar, 

media massa di Indonesia juga memiliki peluang besar untuk mendukung peningkatan kualitas 

demokrasi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan transformasi digital yang sedang berlangsung. 

Melalui platform digital, media bisa menciptakan konten yang lebih interaktif dan partisipatif. Dengan 

demikian, media tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk 

terlibat aktif dalam diskusi politik dan sosial. Media dapat menjangkau audiensi yang lebih luas, 

terutama kalangan muda yang lebih akrab dengan dunia digital, serta memperkuat keterlibatan 

masyarakat dalam isu-isu politik. 

Media massa di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dinamika politik, 

terutama setelah era Reformasi 1998. Lebih dari sekadar penyampai informasi, media massa menjadi 

aktor utama dalam membentuk opini publik, mempengaruhi persepsi politik, bahkan turut menentukan 

arah kebijakan politik. Beberapa kasus yang menonjol menggambarkan bagaimana media massa dapat 

mempengaruhi politik Indonesia, baik dalam konteks pemilu, skandal politik, hingga peran media sosial 

dalam membentuk opini publik. 

Salah satu contoh yang paling mencolok adalah Kampanye Pemilu 2014. Pada pemilu presiden ini, 

keberpihakan media terhadap kandidat tertentu sangat jelas terlihat. Beberapa media massa besar, 

seperti TVOne dan RCTI, cenderung memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta 

Rajasa, sementara Metro TV dan Media Indonesia lebih banyak menyoroti keunggulan pasangan Joko 

Widodo-Jusuf Kalla. Penelitian menunjukkan bahwa media tidak hanya menyampaikan berita, tetapi 

juga aktif membentuk opini publik dengan cara menonjolkan berita positif mengenai kandidat yang 

didukung dan mengabaikan atau memberikan narasi negatif terhadap lawan politik mereka. Praktik 

jurnalisme partisan semacam ini berpotensi mempengaruhi cara pemilih melihat kandidat, yang 

akhirnya bisa mempengaruhi hasil pemilu. 
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Selain itu, skandal Bank Century yang terjadi pada tahun 2008 juga menunjukkan bagaimana media 

massa bisa memberikan dampak besar terhadap opini publik dan kebijakan politik. Pemberitaan yang 

intens tentang skandal bailout Bank Century yang melibatkan pemerintah saat itu, melalui media seperti 

Metro TV dan Media Indonesia, berhasil menekan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Media massa berperan penting dalam membentuk citra negatif pemerintah dan mendorong publik untuk 

menuntut pertanggungjawaban lebih lanjut. Kasus ini mengilustrasikan bagaimana pemberitaan yang 

objektif atau sebaliknya, bisa mendorong pergeseran dalam sikap politik dan memberi dampak pada 

kebijakan pemerintah. 

Dalam konteks pemberitaan kasus korupsi, media massa seringkali menjadi sorotan utama. Kasus-kasus 

korupsi yang melibatkan tokoh politik atau pejabat publik, seperti yang terjadi pada proyek Hambalang 

dan skandal Bank Century, banyak mendapat perhatian media. Pemberitaan mengenai penyalahgunaan 

kekuasaan ini memperkuat ketidakpercayaan publik terhadap integritas lembaga negara dan elit politik. 

Media menjadi pendorong utama dalam memunculkan isu-isu yang mengguncang reputasi politik dan 

mengundang reaksi besar dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bagaimana media tidak hanya 

berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menciptakan iklim politik yang lebih kritis 

terhadap pemerintah dan para pejabat. 

Selain itu, politik identitas juga semakin muncul dalam liputan media di Indonesia. Media massa kerap 

kali menekankan identitas tertentu, baik itu berbasis agama, etnis, atau ideologi, dalam pemberitaan 

politik. Hal ini dapat memperkuat polarisasi di kalangan masyarakat, di mana kelompok-kelompok 

tertentu semakin terpecah berdasarkan identitas mereka. Dalam beberapa kasus, media justru 

memperburuk ketegangan sosial dengan menyoroti perbedaan-perbedaan ini, sehingga menciptakan 

perpecahan dalam pemilih yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil pemilu dan stabilitas politik. 

Media sosial telah menjadi platform baru yang sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik. 

Konten politik yang viral di media sosial mampu menciptakan gelombang opini dalam waktu singkat, 

mempengaruhi cara masyarakat memandang isu-isu politik atau bahkan calon pemimpin. Media sosial 

menawarkan kecepatan dan jangkauan yang tidak dimiliki oleh media konvensional. Dengan demikian, 

pengaruh media massa kini semakin kompleks dan terintegrasi dengan dunia digital, yang menambah 

dimensi baru dalam politik Indonesia. Dalam keseluruhan kasus ini, jelas bahwa media massa di 

Indonesia tidak hanya berperan sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai kekuatan yang mampu 

membentuk opini publik dan bahkan mempengaruhi kebijakan politik. Pengaruh media terhadap politik 

semakin terlihat nyata, baik dalam konteks pemilu, skandal politik, hingga peran media sosial yang 

semakin kuat di era digital.  

Media massa memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik, terutama dalam 

konteks politik. Di era modern ini, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi 
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juga sebagai aktor utama dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu-isu yang tengah 

berkembang. Melalui berbagai mekanisme, media dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat 

memahami dan merespons berbagai kejadian politik yang terjadi di sekitar mereka. Salah satu 

mekanisme utama yang digunakan media dalam membentuk opini publik adalah framing. Framing 

mengacu pada cara media memilih sudut pandang, kata-kata, dan gambar untuk menyajikan suatu 

berita, yang secara langsung mempengaruhi bagaimana isu tersebut dipersepsikan oleh masyarakat. 

Sebagai contoh, sebuah media yang menyoroti suatu peristiwa politik dengan cara yang dramatis dan 

mendalam akan cenderung membentuk persepsi tertentu di benak audiens. Dengan framing yang tepat, 

media dapat mengarahkan perhatian publik pada aspek-aspek tertentu dari sebuah isu, dan pada 

gilirannya, mempengaruhi opini serta sikap masyarakat terhadap isu tersebut. 

Selain framing, agenda setting juga merupakan mekanisme penting yang digunakan media untuk 

membentuk opini publik. Dalam hal ini, media memiliki kekuatan besar untuk menentukan isu-isu mana 

yang dianggap penting dan layak diberitakan, serta seberapa besar perhatian yang diberikan pada isu 

tersebut. Melalui pemberitaan yang konsisten dan mendalam mengenai suatu topik, media dapat 

mengarahkan perhatian publik pada masalah tertentu. Misalnya, media yang sering memberitakan isu 

lingkungan akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian alam, sehingga 

isu tersebut menjadi lebih mendominasi dalam diskusi publik. Tak hanya pemberitaan faktual, kolom 

opini dan komentar editorial juga memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Melalui 

editorial, media memberikan analisis mendalam dan pandangan dari sudut tertentu terhadap isu-isu 

politik yang seringkali kompleks. Pendapat yang disampaikan oleh penulis editorial atau pakar dapat 

mempengaruhi cara pandang pembaca terhadap kebijakan tertentu atau kejadian politik yang sedang 

terjadi. Dengan cara ini, media tidak hanya memberi informasi tetapi juga membentuk cara berpikir 

audiens mengenai isu-isu tersebut. 

Di era digital, media sosial telah menjadi platform utama bagi masyarakat untuk berbagi informasi dan 

berdiskusi tentang politik. Media sosial memungkinkan publik untuk lebih terlibat dalam diskusi politik, 

memperluas jangkauan opini dan suara publik. Namun, adanya kemudahan dalam berbagi informasi ini 

juga membawa tantangan tersendiri, seperti maraknya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. 

Hal ini dapat membingungkan masyarakat dan memperburuk polarisasi dalam masyarakat, yang pada 

akhirnya mempengaruhi opini publik secara lebih luas. 

Pengaruh media massa terhadap opini publik memiliki dampak yang sangat besar pada proses 

demokrasi itu sendiri. Opini publik yang terbentuk melalui media dapat mempengaruhi berbagai aspek 

dalam kehidupan politik, seperti hasil pemilihan umum atau dukungan terhadap kebijakan publik. 

Dalam sistem demokrasi, media berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, 

memberikan ruang bagi warga negara untuk mengekspresikan pendapat mereka, serta mendorong 

partisipasi aktif dalam proses politik. Dengan perannya yang strategis, media massa tidak hanya 
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bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat, tetapi juga berfungsi sebagai pilar penting 

yang menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta memperkuat diskusi politik yang 

konstruktif di kalangan masyarakat. 

KESIMPULAN 

Perkembangan media massa di Indonesia pasca-Reformasi 1998 telah membawa perubahan signifikan 

dalam lanskap demokrasi negara. Dengan kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 1999, media massa telah bertransformasi menjadi pilar penting demokrasi, menyediakan 

ruang bagi aspirasi masyarakat dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Namun, 

tantangan masih ada. Ketergantungan media pada kepentingan politik dan ekonomi, disrupsi digital, 

serta penyebaran informasi tidak terverifikasi melalui media sosial, merupakan beberapa hambatan 

yang dihadapi media massa.  

Oleh karena itu, penting bagi media untuk mempertahankan independensi dan objektivitas, serta 

berinovasi dalam menyajikan konten yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam konteks demokrasi, 

media massa memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik, mempengaruhi kebijakan politik, 

dan memperkuat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, media harus terus menjaga profesionalisme 

dan etika jurnalistik, serta berkontribusi aktif dalam memperkuat demokrasi Indonesia. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, keterbatasan waktu 

dan sumber daya membuat penelitian ini tidak dapat menjangkau semua aspek perkembangan media 

massa di Indonesia secara mendalam. Selain itu, sampel penelitian yang terbatas pada 30 media massa 

juga membatasi generalisasi hasil. Keterbatasan metode penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif, 

tidak dapat menangkap semua aspek kompleksitas media massa dan demokrasi. Akses terbatas ke 

beberapa sumber data juga mempengaruhi keakuratan hasil. Subjektivitas peneliti dalam menganalisis 

data juga dapat mempengaruhi hasil. Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan yang signifikan. 

Pertama, kurangnya data historis tentang perkembangan media massa diIndonesia membatasi 

pemahaman mendalam tentang konteksnya. Selain itu, kurangnya perspektif internasional 

mempengaruhi kemampuan membandingkan perkembangan media massa di Indonesia dengan negara 

lain. Kurangnya analisis ekonomi tentang dampak media massa terhadap demokrasi juga membatasi 

pemahaman tentang implikasi ekonomi. Partisipasi masyarakat yang terbatas dalam pengumpulan data 

dan kurangnya validasi data menyeluruh mempengaruhi keabsahan hasil. 

Untuk meningkatkan keakuratan dan keabsahan, penelitian lanjutan sebaiknya memperhatikan 

beberapa hal, Pertama, perluasan sampel penelitian untuk meningkatkan generalisasi hasil. Kedua, 

penggunaan metode penelitian yang lebih kompleks untuk mengatasi keterbatasan. Ketiga, penambahan 

analisis ekonomi dan historis untuk memperkaya hasil. Keempat, melibatkan partisipasi masyarakat 
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dalam pengumpulan data. Kelima, validasi data secara menyeluruh untuk meningkatkan keabsahan 

hasil. Dengan memperhatikan kekurangan dan melakukan perbaikan tersebut, penelitian lanjutan dapat 

menyajikan temuan yang lebih akurat dan relevan. 
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